MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan

keakuratan pelaksanaan penyusutan arsip

penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas

kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban

nasional, perlu mengatur jadwal retensi arsip di

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional,

b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 53 ayat (1)

dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

2009 tentang Kearsipan, Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional wajib memiliki jadwal

retensi arsip;



Mengingat

—

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Jadwal Retensi Arsip di
Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional,

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara



Menetapkan

Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 694)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1158);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG JADWAL
RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan



daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang-
kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi,
jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi
tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, atau
dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman
penyusutan dan penyelamatan Arsip.

Arsip Fasilitatif adalah Arsip yang dihasilkan dari
pelaksanaan kegiatan penunjang tugas pokok dan fungsi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional.

Arsip Substantif adalah Arsip yang dihasilkan dari
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Jenis Arsip adalah kelompok dokumen yang diatur
dalam suatu sistem pemberkasan tertentu atau
dipertahankan sebagai satuan unit karena tercipta dari
kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan,
kesamaan aktivitas, memiliki bentuk khusus, atau
karena beberapa keterkaitan erat lain yang muncul dari
penerimaan, penciptaan atau penggunaannya.

Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah
semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan
Arsip di lingkungannya.

Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah
Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit
pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan Arsip yang
tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip statis
kepada lembaga kearsipan.

Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang

wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.



10.

11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

(3)

Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis
Arsip pada Unit Pengolah yang dihitung sejak Arsip
diciptakan mulai diregistrasi hingga selesai proses.
Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis
Arsip pada unit kearsipan/pusat arsip yang dihitung
sejak habisnya masa retensi Arsip aktif sampai nilai
gunanya untuk kepentingan referensi berakhir.
Keterangan Musnah adalah informasi yang menyatakan
bahwa suatu jenis Arsip dapat dimusnahkan karena
jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak
memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundang-
undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan
penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses
hukum.

Keterangan Permanen adalah informasi  yang
menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna
sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan
kepada lembaga kearsipan sebagai bukti
pertanggungjawaban nasional sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsi masing-masing organisasi.

Nilai Guna Arsip adalah nilai Arsip yang didasarkan pada
kegunaannya bagi kepentingan pengguna Arsip.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata

ruang.

Pasal 2
Setiap Arsip di lingkungan Kementerian ditentukan
retensinya atas dasar Nilai Guna Arsip.
Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk Jadwal Retensi Arsip.
Jadwal Retensi Arsip Kementerian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat jenis Arsip, Retensi

Arsip dan keterangan.



(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip Kementerian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif; dan

b. Jadwal Retensi Arsip Substantif.

Jenis Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, meliputi:

a. keuangan;

b.

C
d.
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m.

n.

kepegawaian;

organisasi dan ketatalaksanaan;
perencanaan,;

hukum;

hubungan masyarakat;

kearsipan;

ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
perlengkapan;

informatika/sistem informasi dan manajemen/
teknologi informasi dan komunikasi;
pengawasan dan pemeriksaan;
pendidikan dan pelatihan;

penelitian dan pengembangan; dan

kepustakaan.

Jenis Arsip Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, meliputi:

a.

o

S S T

penataan dan pemanfaatan ruang;

infrastruktur keagrariaan;

hubungan hukum keagrariaan;

penataan agraria;

pengadaan tanah;

pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan
tanah; dan

penanganan masalah agraria, pemanfaatan ruang

dan tanah.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ditentukan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.

Penentuan Retensi Aktif dan Retensi Inaktif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan kriteria sebagai

berikut:

a. Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan
untuk kepentingan pertanggungjawaban di Unit
Pengolah; dan

b. Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan
untuk kepentingan unit kerja terkait dan
kepentingan lembaga.

Retensi Aktif dihitung setelah Arsip dinyatakan selesai

prosesnya.

Retensi Inaktif dihitung sejak Arsip selesai masa simpan

aktifnya.

Pasal 5
Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) memuat rekomendasi yang menetapkan status Arsip.
Status Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. musnah;
b. permanen; atau
c. dinilai kembali.
Penentuan status Arsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai
berikut:
a. Keterangan Musnah ditentukan pada masa akhir
Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna;
b. Keterangan Permanen ditentukan apabila dianggap
memiliki nilai guna kesejarahan; dan
c. keterangan dinilai kembali apabila pada masa akhir
Retensi Arsip berakhir dan belum dapat ditetapkan

sebagai Arsip musnah atau permanen.



Pasal 6
Ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan
Arsip Substantif, jenis Retensi Arsip, keterangan, dan status
Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan
Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penghapusan Dokumen Hak Tanggungan atas Tanah Beserta
Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Berita Negara
Tahun 2017 Nomor 1131), sepanjang mengatur mengenai

Retensi Arsip, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2020

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 776

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan
Hubungan Masyarakat,

Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP.}}9630817 198503 1 005



